
  

BUPATI SITUBONDO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SITUBONDO 

NOMOR    10    TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO  

NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN, 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SITUBONDO 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SITUBONDO, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas 

dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo, maka perlu 

dilakukan penyesuaian yang berkaitan dengan 

koordinasi pengalokasian anggaran dalam 

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas 

Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) dan 

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran/Prioritas 

Plafon Anggaran Sementara (KUPA/PPAS) Perubahan 

sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur 

Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Situbondo tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 63 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian 

Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Situbondo; 

 

 

SALINAN 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

  3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
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  8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang 

Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat 

Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1972 Nomor 38); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia   

Nomor  4578); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6037); 
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  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 107 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan 

Fungsi Staf, Fungsi Pengawas dan Fungsi Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah; 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur 

Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi 

Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2016 Nomor 6). 

   

MEMUTUSKAN  : 
   

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 63 TAHUN 

2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 

ASET DAERAH KABUPATEN SITUBONDO. 
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  Pasal I 
   

  Beberapa Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan 

Bupati Situbondo Nomor 63 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo (Berita 

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 63), 

diubah sebagai berikut : 

  1. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 

berbunyi sebagai berikut : 

    

   Pasal 31 
    

   Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas membantu 

Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan 

prosedur, menyusun pedoman dan petunjuk teknis, 

pengendalian, menyusun raperda APBD/PAPBD, 

raperbup penjabaran APBD/PAPBD rancangan RKA-

PPKD dan DPA-PPKD, penatausahan belanja hibah, 

bantuan, bagi hasil pajak/retribusi, belanja tidak 

terduga dan pengeluaran pembiayaan serta Kebijakan 

Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran 

Sementara (KUA - PPAS) dan Kebijakan Umum 

Perubahan Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran 

Sementara (KUPA – PPAS Perubahan). 

 

  2. Ketentuan Pasal 32 diubah dan disisipkan 1 (satu) 

huruf diantara huruf h dan i, yakni huruf h.1 

sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut : 

    

   Pasal 32 

    

   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 31, Bidang Anggaran, menyelenggarakan 

fungsi : 

a. pelaksanaan perumusan prosedur penyusunan 

rancangan APBD dan rancangan perubahan 

APBD; 

b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

penyusunan anggaran; 

c. pengendalian penyusunan anggaran;  

d. penyusunan rancangan peraturan daerah 

tentang APBD dan perubahan APBD; 
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e. penyusunan rancangan peraturan bupati 

tentang penjabaran APBD dan penjabaran 

perubahan APBD; 

f. penyusunan rancangan Rencana Kerja dan 

Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

(RKA-PPKD) dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

(DPA-PPKD); 

g. pembinaan administrasi keuangan; 

h. penatausahaan belanja hibah, bantuan sosial, 

bagi hasil pajak/retribusi daerah, bantuan 

keuangan, belanja tidak terduga dan 

pengeluaran pembiayaan; 

h.1 pengkoordinasian alokasi anggaran dalam 

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran - Plafon 

Prioritas Anggaran Sementara (KUA - PPAS) dan 

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran - Plafon 

Prioritas Anggaran Sementara (KUPA – PPAS 

Perubahan); 

i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

j. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada 

Kepala Badan; dan 

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 

oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

  3. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf 

diantara huruf e dan f, yakni huruf e.1 sehingga Pasal 

33 berbunyi sebagai berikut : 

    

   Pasal 33 

    

   (1) Sub Bidang Anggaran Wilayah I sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 1, 

mempunyai tugas menyiapkan bahan 

penyusunan kebijakan, rancangan APBD, 

verifikasi RKA-SKPD dan DPA-SKPD serta 

pengesahan DPA-SKPD pada Dinas.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Anggaran 

Wilayah I, menyelenggarakan  fungsi : 

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan 

perencanaan anggaran daerah pada dinas 

daerah; 
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b. penyiapan bahan penyusunan rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

pada dinas daerah; 

c. pelaksanaan verifikasi rencana kerja dan 

anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan dokumen 

pelaksanaan anggaran SKPD (DPA-SKPD 

pada dinas daerah; 

d. penyiapan bahan pengesahan dokumen 

pelaksanaan anggaran SKPD (DPA-SKPD) 

pada dinas daerah; 

e. pelaksanaan pembinaan administrasi 

keuangan; 

e.1 penyiapan bahan penyusunan Kebijakan 

Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran 

Sementara (KUA - PPAS) dan Kebijakan 

Umum Perubahan Anggaran - Plafon Prioritas 

Anggaran Sementara (KUPA – PPAS 

Perubahan) pada dinas daerah; 

f. pelaksanaan ketatausahaan; 

g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya 

kepada Kepala Bidang; dan 

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugasnya. 

 

  4. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah dan ayat (2) 

disisipkan 1 (satu) huruf diantara huruf g dan h, 

yakni huruf g.1 sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai 

berikut : 

    

   Pasal 34 

    

   (1) Sub Bidang Anggaran Wilayah II sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 2, 

mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan 

APBD tahun anggaran berkenaan, kebijakan, 

rancangan APBD, verifikasi RKA-SKPD dan DPA-

SKPD, pengesahan DPA-SKPD, raperda 

APBD/PAPBD dan raperbup penjabaran 

APBD/PAPBD pada inspektorat, badan, dan 

satuan polisi pamong praja. 
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Anggaran 

Wilayah II, menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan 

petunjuk teknis penyusunan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah tahun 

anggaran berkenaan; 

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan 

perencanaan anggaran dan rancangan 

pendapatan dan belanja daerah pada 

Inspektorat, Badan, dan Satuan Polisi Pamong 

Praja; 

c. pelaksanaan Verifikasi Rencana Kerja dan 

Anggaran SKPD (RKA-SKPD), Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) 

pada Inspektorat, Badan, dan Satuan Polisi 

Pamong Praja; 

d. penyiapan Bahan Pengesahan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) 

pada Inspektorat, Badan, dan Satuan Polisi 

Pamong Praja ; 

e. penyiapan Bahan Penyusunan Anggaran 

Pembiayaan Daerah; 

f. penyiapan Bahan Penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang APBD dan 

Perubahan APBD ; 

g. penyiapan Bahan Penyusunan Rancangan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 

dan Penjabaran Perubahan APBD; 

g.1 penyiapan bahan penyusunan Kebijakan 

Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran 

Sementara (KUA - PPAS) dan Kebijakan Umum 

Perubahan Anggaran - Plafon Prioritas 

Anggaran Sementara (KUPA – PPAS 

Perubahan) pada inspektorat, Badan, dan 

Satuan Polisi Pamong Praja; 

h. pelaksanaan ketatausahaan; 

i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada 

Kepala Bidang; dan 

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan 

tugasnya. 
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  5. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) diubah, disisipkan 1 

(satu) huruf diantara huruf e dan f, yakni huruf e.1 

sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut : 

    

   Pasal 35 

    

   (1) Sub Bidang Anggaran Wilayah III sebagaimana 

dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 3, 

mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan 

kebijakan, rancangan APBD, verifikasi RKA-SKPD 

dan DPA-SKPD pengesahan DPA-SKPD pada 

Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dan 

Kecamatan serta melaksanakan penatausahan 

belanja hibah, bantuan, bagi hasil pajak/retribusi, 

tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Anggaran 

Wilayah III, menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan 

kebijakan perencanaan anggaran dan 

rancangan pendapatan dan belanja daerah 

pada Sekretariat  Daerah, Sekretariat DPRD 

dan Kecamatan; 

b. pelaksanaan Verifikasi Rencana Kerja dan 

Anggaran SKPD (RKA-SKPD), Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) 

pada Sekretariat  Daerah, Sekretariat DPRD 

dan Kecamatan; 

c. penyiapan bahan pengesahan dokumen 

pelaksanaan anggaran SKPD (DPA-SKPD) pada 

Sekretariat  Daerah, Sekretariat DPRD dan 

Kecamatan; 

d. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-

PPKD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-

PPKD); 

e. pelaksanaan penatausahaan Belanja Hibah 

dan Bantuan Sosial dalam bentuk uang, Bagi 

Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan 

Keuangan dan Belanja Tidak Terduga serta 

Pengeluaran Pembiayaan; 
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e.1 penyiapan bahan penyusunan Kebijakan 

Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran 

Sementara (KUA - PPAS) dan Kebijakan Umum 

Perubahan Anggaran - Plafon Prioritas 

Anggaran Sementara (KUPA – PPAS 

Perubahan) pada Sekretariat Daerah, 

Sekretariat DPRD dan kecamatan; 

f. pelaksanaan ketatausahaan; 

g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada 

Kepala Bidang; dan 

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan 

tugasnya. 

    

  PASAL II 

   

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Situbondo. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Situbondo 

pada tanggal  26 Maret 2018 

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR  

Ditetapkan di Situbondo 
pada tanggal 26 Maret 2018 

 BUPATI SITUBONDO, 
ttd 

 

 
DADANG WIGIARTO 

 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SITUBONDO, 

ttd 

 
 

SYAIFULLAH 
 

 

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 
 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 
Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 
 


